
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tcntang Pembcntukan Kabupatcn Purwakarta dan
Kabupaten Subang dcngan mcngubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tcntang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Baral [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lernbaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 lentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lcmbaran Negara Republik
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bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayal (3)
Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang
Standar Akuntan si Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4813);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6856);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63);

15. Peraturan Pcmerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ten tang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambah an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 6279);

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintahan Daerah adalah bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta,
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban.

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA.

MEMUTUSKAN:

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021
tentang Peru bah an atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Tahun 6);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
ten tang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2083);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Menetapkan



13. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut SAPO adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
pcnyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintahan daerah.

14. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disebut BAS adalah
kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari
kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang
digunakan di dalam pembuatan jurnaJ, buku besar, neraca
lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.

15. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang rnengakui

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penalausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut PPKD adaJah KepaJa Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

8. Arus Kas adaJah arus masuk dan arus keluar kas dan
setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

9. Satuan Kerja Pcngclola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pad a Pemerintah
Daerah Kabupaten Purwakarta selaku pengguna
anggaranjpengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah Badan
Pcngelola Kcuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purwakarta.

10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta
pengin terpretasian atas hasilnya.

11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
daJam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.

12. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang
selanjutnya disebut SAP berbasis akrual adalah SAP yang
mengakui pendapatan, beban, aset, utaag, dan ekuitas
dalam pelaporan finansial berbasis akruaJ, scrta mengakui
pendapatan, belanja dan pcmbiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam APBD.



pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

16. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

17. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis
kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis
akrual.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya
disebut APSO adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan OPRO, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

19. Kcbijakan akuntansi adalah prin sip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

20. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalarn catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang rnelengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pernbiayaan, pendapatan-LO dan bcban, sebagairnana akan
lermuat pada laporan keuangan en lilas pelaporan yang
bersangkutan,

21. Pcngukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

22. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

23. Laporan Keuangan adalah bentuk pcrtanggungjawaban
pernerintah alas pelaksanaan APBO berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catalan atas Laporan
Keuangan.

24. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplusjdefisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebihjkurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalarn satu periode.

25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disebut LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri



dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

26. Neraca adalah laporan yang menyajikan inforrnasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang
dan ekuitas dana pacta tanggal tertentu.

27. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah
laporan yang menyajikan inforrnasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus Zdefisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

28. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah
laporan yang rnenyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, peru bah an kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

29. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi rnengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

30. Catalan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut
Cal.K adalah laporan yang menyajikan informasi ten tang
penjelasan atau daftar terinci atau anal isis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam LRA,LPSAL,LO, LPE, Neraca dan
LAKdalam rangka pengungkapan yang mernadai.

31. Entitas Akuntansi adalah unit pernerintahan pengguna
anggaran zpengguna barang yang wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

32. Entitas Peiaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas
pelaporan yang rnenurut ketentuan peraturan perundang­
undangan wajib menyampaikan Japoran pertanggung­
jawaban berupa laporan keuangan.

33. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pernerintah daerah dan tidak periu dibayar
kernbali oleh pemerintah daerah.

34. Pendapalan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode lahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

35. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Urnurn Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalarn periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pernbayarannya kembaJi oleh pemerintah
daerah.



42. Aset adalah sumbcr daya ckonomi yang dikuasai darr/atau
dimiliki oleh pcrnerintah daerah sebagai akibat dan
peristiwa rnasa lalu dan darirnana manfaat ekonorni
dan Zatau sosial di masa depan diharapkan dapal diperoleh,
baik olch pcmcrintah daerah maupun masyarakat serta
dapat diukur dalam satuan uang, tcrmasuk sumbcr daya
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-surnber daya yang
dipclihara karcna alasan sejarah dan budaya.

43. Asct tak bcrwujud adalah aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud Iisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya tcrmasuk hak
atas kekayaan intelektual.

44. Aset tetap adalah aset bcrwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan unluk digunakan

memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan
setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi
atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran
sctelah dilakukan kompensasi antara penerirnaan dan
pengeluaran.

39. Badan Layanan Umum Daerah seJanJutnya disingkat BLVD
adalah sistcrn yang ditctapkan olch Unit Pclaksana Teknis
Dinas /Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai flcksibilitas dalarn pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan pada umumnya.

40. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh trarisaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan pcristiwa itu terjadi, tanpa mempcrhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

41. Basis kas adalah basis akuntansi yang rnengakui pengaruh
transaksi dan pcristiwa lainnya pada saat kas atau setara
kas diterirna at au dibayar.

tidakprinsip yangsuatuadalahBruto38. Azas

36. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang rncnurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

37. Pembiayaan Daerah adalah semua penerirnaan yang perlu
dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
dalam penganggaran pemerin tah daerah teru tama
dimasukkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran.



dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

45. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional
pemerintah daerah selama satu peri ode akuntansi.

46. Aktivitas invcstasi adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan
pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak
termasuk dalam setara kas.

47. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang
perlu dibayar kembali dan Zatau pengeJuaran kas yang akan
cliterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam
jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

48. Aktivitas Transitoris adaJah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan.

49. Amortisasi adaJah alokasi harga perolehan Aset Tak
8erwujud secara sistematis dan rasionaJ selama masa
manfaatnya.

50. Kas adaJah uang tunai dan saJdo simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan.

51. Kemitraan adaJah perjanjian antara dua pihak atau lebih
yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan
yang dikendaJikan bersama dengan mcnggunakan aset
dan Zatau hak usaha yang dimiliki.

52. Dana Cadangan adaJah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi daJam satu tahun
anggaran.

53. Kewajiban adaJah utang yang timbul dan peristiwa masa
laJu yang penyelesaiannya mengakibatkan aJiran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

54. Ekuitas adaJah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
rnerupakan selisih antara aset dan kewajiban pernerintah
daerah.

55. Koreksi adaJah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun Zpos yang tersaji daJam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

56. Penyesuaian adaJah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya
perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada
transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

57. Rekening Kas Umum Daerah adaJah rekening tempat
penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala



daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

58. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban
luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang
bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering
atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh
entitas bersangkutan.

59. lnvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonornis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat
sosial dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan
bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.

60. lnvestasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selarna 12 (dua
belas) bulan atau kurang.

61. lnvestasi jangka panjang adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dan 12 (dua belas) bulan.

62. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

63. Investasi nonpennanen adalah investasi jangka panjang
yang tidak tennasuk dalarn investasi pennanen.

64. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi
laporan keuangan peri ode berjalan atau periode
sebelumnya.

65. Klaim adalah jumlah yang dirninta kontraktor kepada
pemberi kerja scbagai penggantian biaya-biaya yang tidak
tennasuk dalam nilai kontrak.

66. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun
yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan
entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun­
akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas
pelaporan konsolidasian.

67. Konstruksi dalarn pengerjaan adalah aset-aset yang sedang
dalarn proses pembangunan.

68. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara
khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi
yang berhubungan erat satu sarna lain atau saling
tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau
tujuan atau penggunaan utarna.

69. Kontraktor adalah suatu entitas yang rnengadakan kontrak
untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi



untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi
yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

70. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan
keuangan yang rnerupakan gabungan keseluruhan laporan
keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu
entitas pelaporan tunggal.

71. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

72. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
73. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan

digunakan untuk aktivi tas pemcrintahan dan Zatau
pelayanan publik atau Jumlah produksi atau unit serupa
yang diharapkan diperoleh dari asct untuk aktivitas
pcrncrintahan dan Zatau pcrncrintahan publik.

74. Mala uang pelaporan adalah mala uang rupiah yang
digunakan dalam menyajikan laporan kcuangan.

75. Mata uang asing adalah rnata uang selain mata uang
Rupiah.

76. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya
atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi
kcputusan atau pcnilaian pcngguna yang dibuat atas dasar
laporan kcuangan. MatcriaJitas tcrgantung pada hakikat
atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertirnbangkan
dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji
terjadi.

77. Mctode biaya adalah suatu mctodc akuntansi yang
mencatat nilai investasi bcrdasarkan harga perolehan.

78. Metode ekuitas adalah suatu metode akunlansi yang
mcncatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolchan.
Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan
perubahan bagian investor atas kekayaan bersih Zekuitas
dari badan usaha penerima investasi (inuestee) yang terjadi
sesudah perolehan awal investasi.

79. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang
dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan
perlimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset
investasi pada saat perolchannya.

80. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat
berharga seperti nilai yang tertera dalarn lernbar saham dan
obligasi.

81. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari
penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara
pihak-pihak yang independcn.

82. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat
diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah
dikurangi taksiran biaya pelepasan.



83. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban an tar pihak yang memahami dan berkeinginan
untuk melakukan transaksi wajar.

84. Biaya Pinjarnan adalah bunga dan biaya lainnya yang harus
ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan
peminjaman dana.

85. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak
konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau
memberikan jasa konstruksi.

86. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

87. Nilai tereatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset,
yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah
dikurangi akumulasi penyusutan.

88. Persediaan adalah aset lanear dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan un tuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang­
barang yang dimaksudkan untuk dijual danjatau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

89. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk
rnenerima pernbayaran dati entitas pelaporan lain sebagai
akibat peraturan perundang-undangan.

90. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

91. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang
investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan
merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari
investomya.

92. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum
dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam
kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

93. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karen a penjabaran
mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

94. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat
likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang signifikan.

95. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari
akumulasi SILPAjSIKPAtahun-tahun anggaran sebelumnya
dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang
diperkenankan .

96. Sisa lebihjkurang pembiayaan anggaran selanjutnya
disebut SILPAjSTKPAadalah selisih lebihjkurang antara
realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu
periode pelaporan.



Pasal 4
Ruang lingkup kebijakan akuntansi meliputi:
1. Kerangka Konseptual;
2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Realisasi Anggaran;

BAB III
RUANGLINGKUP

Pasal 3
Kebijakan akuntansi bertujuan untuk memastikan bahwa laporan
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyajikan
informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat
dipahami.

Pasal 2
Kebijakan akuntansi pernerintah daerah dimaksudkan sebagai
acuan bagi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

97. SurplusjDefisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih
lebihjkurang antara pendapatan-operasional dan beban
selama satu periode pelaporan.

98. Surplusj defisit Laporan Operasional selanjutnya disingkat
Surplusjdefisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO
dan beban selama satu periode pelaporan, setelah
diperhitungkan surplusjdefisit dari kegiatan non
operasional dan pos luar biasa.

99. Surplusjdefisit Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya
disingkat Surplusjdefisit-LRA adalah selisih lebihjkurang
antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode
pelaporan.

100, Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai
buku aset dengan harga jual aset.

101. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu
periode pelaporan.

102. Terrnin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk
pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang
telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi
kerja.

103. Transfer adalah penerimaanjpengeluaran uang dari suatu
entitas pelaporan darijkepada entitas pelaporan lain,
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

104. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh
kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka
kontrak konstruksi.



Pasal 8
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar

Pasal 7
Kebijakan akuntansi pemcrintah dacrah mcngatur pcnyajian
laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran, antar periode, maupun an tar entitas akuntansi,
sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 11.1Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun alas dasar
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pernerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Kcbijakan akuntansi pcmcrintah daerah terdiri atas prinsip­
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spcsifik yang dipilih olch Pernerintah Dacrah
Kabupaten Purwakarta dalam pcnyusunan dan pcnyajian laporan
keuangan.

BABIV
PRINSIP KEBTJAKANAKUNTANSI

4. Neraca;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Operasional;
7. Catalan Atas Laporan Keuangan;
8. Akuntansi Pendapatan Pcrpajakan;
9. Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan;
10. Akuntansi Pendapalan Transfer;
11. Akuntansi Hibah;
12. Akuntansi Bantuan Sosial;
13. Akuntansi Piutang;
14. Akuntarisi Persediaan;
15. Akuntansi lnvestasi;
16. Akuntansi Aset Tetap;
17. Akuntansi Properti Investasi;
18. Akuntansi Kerugian Oaerah;
19. Akuntansi Aset Lainnya;
20. Akuntansi Kewajiban;
21. Akuntansi Peru bah an Kebijakan Akuntansi, Perubahan

Kebijakan Akuntansi, Kcsalahan, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Operasi yang dihenlikan;

22. Akuntansi Peristiwa Sctelah Tanggal Pclaporan;
23. Akuntansi Dana Cadangan;
24. Akuntansi Perjanjian Konsesi .Jasa Pemberi Konsesi;
25. Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian.



Pasal 14
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
pendapatan non perpajakan serta penyajiannya dalam laporan
keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.B Peraturan
Bupati ini.

Pasal 13
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
pendapatan perpajakan serta penyajiannya dalam laporan
keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 11.7Peraturan
Bupati ini.

Pasal 12
Kebijakan Akuntan si Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar
penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Alas
Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi
pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,
sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran
dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut
angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan, sebagaimana
dijelaskan dalam Lampiran 11.6Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar
penyajian laporan operasional yang memberikan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Purwakarta yang tercerminkan dalam
pendapatan-LO, beban , dan surplus /defisit operasionaJ,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.5 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar
penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta. Dengan rnengklasifikasikan arus kas
berdasarkan aktivitas operasi, invcstasi, pcndanaan, dan
transitoris selama satu peri ode akuntansi, sebagaimana
dijelaskan dalam Lampiran 11.4Peraturan Bupati ini.

Pasal 9
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar
penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 11.3Peraturan Bupati ini.

penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.2
Peraturan Bupati ini.



Pasal 22
Kcbijakan akuntansi pemerintah dacrah mcngatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
properti investasi serta penyajiannya dalam laporan keuangan,

Pasal 21
Kebijakan akuntansi pernerintah daerah mengatur dasar
pengaku an , pcnguku ran , dan pcngungkapan dalam akun tan si
aset tetap serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
scbagaimana dijelaskan dalam Lampiran I!. 15 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 20
Kebijakan akuntansi pernerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
invcstasi serta pcnyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Larnpiran 11.14 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 19
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
persediaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 11.13 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 18
Kebijakan akuntansi pernerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
piutang serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Larnpiran 11.12 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 17
Kcbijakan akuntansi pcrncrintah dacrah mcngatur dasar
pengaku an , pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
banluan sosial serta penyajiannya dalarn laporan keuangan,
scbagaimana dijc1askan dalam Lampiran [I. 11 Pcraturan Bupati
ini.

Pasal 16
Kcbijakan akuntansi pemcrintah dacrah mcngatur dasar
perigakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
hibah serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana
dijc1askan dalam Lampiran n. 10 Pcraturan Bupati ini.

Pasal 15
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pcngakuan, pengukuran, dan pcngungkapan dalam akuntansi
pendapatan transfer serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran [1.9Pcraturan Bupati ini.



Pasa! 30
Kebijakan akuntansi pernerintah daerah mengatur penyusunan
laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi rneliputi

Pasal 29
Kebijakan akuntansi pernerintah daerah mengatur dasar
pengakuan pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi, sebagaimana dijelaskan
dalam Lampiran 11.23Peraturan Bupati ini.

Pasal 28
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan pengukuran, dan pengungkapan daJam akuntansi
dana cadangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.22
Peraturan Bupati ini.

Pasal 27
Kebijakan akuntansi pernerintah daerah mengatur dasar
pengakuan pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
pcristiwa setelah tanggaJ pelaporan, sebagaimana dijelaskan
dalam Lampiran 11.21Peraturan Bupati ini.

Pasal 26
Kebijakan akuntansi pernerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi
peru bah an kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi,
kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang
dihentikan, sebagairnana dijelaskan dalam Lampiran [1.20
Peraturan Bupati ini.

Pasal 25
Kebijakan akuntansi pernerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
kewajiban serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Il.19 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 24
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akun tan si
aset lainnya serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
scbagaimana dijelaskan dalam Lampiran IT.18 Pcraturan Bupati
ill!.

Pasal 23
Kebijakan akun tan si pernerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
kerugian daerah serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 11.17 Peraturan Bupati
into

sebagaimana dijelaskan dalam Larnpiran II.16 Peraturan Bupati
ini.
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•
Diundangk~ eli Purwakarta
Pada tanggr 13 September 2023

SEKRET IS DAERAH

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Septembrr 2023

~ "lhBUPATI PURWAKARTA, ..I

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dcngan pencmpatannya dalam Bcrita Dacrah
Kabupatcn Purwakarta.

Pasal32
Pada saat Peraturan Bupati Purwakarta ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kcbijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 96) dicabut
dan ctinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 31
Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan
daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati
ini, elinyatakan tetap berlaku.

BABV
KETENTUANPERALIHAN

Perangkat Daerah dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi
meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan
sebagaimana elijelaskan dalam Lampiran 11.24 Peraturan Bupati
ini.


